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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

Dokuman i telah detandatangam secara elektronik van ] diterbrtkan oleh Balar Senifikas |

DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 Avat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati
Tentang besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,
sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya:

bahwa dalam rangka tertib administrasi Desa dan
Kelurahan pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan
diperlukan standar biaya umum Desa dan Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah
Desa dan Tunjangan Badan Permusvawaratan Desa serta
Standar Biaya Bagi Desa dan Kelurahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1181);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noior
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 20141 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
LL.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62006);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan  Transfer ke Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
beberapa kali dinbah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 0);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan  Keunangan Desa  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembavaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Itandatangan secara elekirondk yang diterbdkan oleh Bala Sertfikasi Elektromk (BSrf
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Peraturan Mentert Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Mentent Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang  Pengalokasian  Dana  Desa  Setiap  Desa,
Penvaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1052);

Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penvusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1445);

Peraturan  Daerah  Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banvuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banvuasin Tahun 2018
Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Kelurahan Dalam Kabupaten Banvuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Banvuasin Tahun 2022
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 096);

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banvuasin Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI
DESA DAN KELURAHAN.

BAI3 |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati imi vang dimaksud dengan

1

Kabupaten adalah Kabupaten Banvuasin

ru telah dfandatangam secara elektromnk yang ditechitkan okeh Palar Serftfikas: Elektromk (1S
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Pemerintah  Kabupaten adalah  Pemerintah  Kabupaten
Banvuasin.

Bupati adalah Bupati Banvuasin.

Kelurahan adalah pembagian wilayah adiministratil di
Indonesia di bawah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
Menguris urusarn pemerintahan, kepentingan
masvarakat sctempat berdasarkan prakarsa masvarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yvang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnva disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
vang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilavah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa vang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
scbagar  mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasarn
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa/Kelurahan.

Lembaga Adat Desa atau  sebutan lainnya  vang
selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga vang
menyelenggarakan  fungsi adat istiadat dan  menjadi
bagian dari susunan asli Desa vang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Rukun Warga vang selanjutnya disingkat RW adalah
Lembaga Kemasvarakatan vang dibentuk dari beberapa
RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

Rukun Tetangga vang selanjuinyva disingkat dengan RT
adalah Lembaga Kemasvarakatan vang dibentuk warpga
setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan vang, berdasarkan kegotongrovongan,
kekeluargaan, serta untuk membantu  meningkatkan
kelancaran  tugas  pemerintah,  pembangunan  dan
kemasvarakatan di desa dan kelurahan.
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat vang sclanjutnya
disingkat LPM adalah wadah vang dibentuk atas Prakarsa
masvarakat sebagai mitra pemerintah Desa/kelurahan
dalam menampung mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masvarakat di bidang pembangunan.

Tin  Penggerak  Pemberdayaan dan  Kescjahteraan
Keluarga vang selanjuinva  disingkat TP PKK adalah
Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat vang
tumbuh dari bawah vang pengelolaannva dari, oleh, dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga vang
beriman dan bertaqwa kepada tuhan vang maha esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju,
dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta
kesadaran hukum dan lingkungan.

Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi
muda vang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan
untuk Masyarakat.

Satuan Perlindungan Masvarakat vang selanjutnya
disingkat Satlinmas adalah organisasi yang
beranggotakan dari unsur masvarakal yang berada di
Desa/Kelurahan,

Pos Pelayan Terpadu yang selanjutnva disebut dengan
Posyandu adalah salah satu bentuk upaya keschatan
bersumber dava masyarakat vang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masvarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyvarakat dalam memperolah pelavanan Kesehatan
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu
dan bavi.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
vang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan vang ditetapkan
oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan vang bersifat
konkrit, individual dan final.

Kenangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
vang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang vang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Kenangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban kenangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

v telah ctandiatangan secarn wekirontk yang diterbitkan oleh Bals Sertifikas: Flektromk (DSiF) BSSA
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Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah vang
selanjutnva disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Dacrah yvang dibahas dan disetujun
bersama  oleh  Pemerintah  Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, vang
selanjutnva disingkat PKPKD, adalah kepala Desa vang
karena jabatannya mempunyati kewenangan
menvelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan  keuangan
Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, vang selanjutnya
disingkat  PPKD, adalah perangkat Desa vang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan kepala Desa vang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa vang
dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan
kepala desa.

Sckretaris  Desa adalah  perangkat  Desa  yvang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
vang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Kepala Urusan, vang seclanjutnva disebut Kaur, adalah
perangkat Desa vang berkedudukan sebagai unsur stafl
sekretariat Desa yvang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, vang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa vang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yvang menjalankan tugas PPKD.

Kelompok Transfer adalah dana vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Alokasi Dana Desa selanjutnyva disingkat ADD, adalah
dana perimbangan vyang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan
vang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh
Pemerintah  Daerah  pemberi bantuan dalam  rangka
percepatan Pembangunan Desa dan pemberdayaan
Masyarakat.

Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah
vang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk
mendukung  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintah,
pelaksanaan Pembangunan, pemberdavaan Masvarakat
dan kemasyarakatan.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menvimpan
uang  Pemerintah  Desa  vang menampung  seluruh
penerimaan  Desa  dab  digunakan  untuk  membavar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening Bank
vang ditetapkan.

ftanciatangam secara elektronk yang ditestutkan okeh Palar Sertfikass Flaktromk (BSiF) B
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran vang sclanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan vang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah
dokumen vang berisi rincian objek belanja pada setiap
kegiatan desa pada APB Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan vang selanjutnva disingkat TPK
adalah tim vang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
keputusan Kepala Desa, vang bertugas membantu Kaur
dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam
melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui
Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

b.

(1

(2)

standar biava di Desa dan Kelurahan; dan
pemberlakuan Penganggaran.
BAB 111
BESARAN STANDAR BIAYA DI DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap, Tunjangan
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD

Pasal 3

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD diberikan selama 12
(dua belas) bulan tahun berkenaan.

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

luran Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

(1)

Pasal 1

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberikan janiman
sosial Kesehatan dan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Besaran iuran jaminan sosial Kesehatan dan jaminan
Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

n e Iedah detarddatangarn secars elekfrondk yang diterbitkan okeh Balal Sedtifikas Flektromk (BSiF) BSSN
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Bagian Ketiga
Insentf LKD dan LAD serta Standar Biayva Lainnya

Pasal 5

(1) Insentif diberikan kepada RT, RW, Kader Posyandu,
Satlininas dan LAD Desa sclama 12 (dua belas) bulan
tahun berkenaan.

(2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pemerintah  Desa dapat memberikan  insentifl  dan
honorarium lainnva kepada kader/pelaksana penunjang
kegiatan.

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Standar Biaya barang dan jasa vang belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Standar biayva  digunakan  dalam perencanaan
penganggaran dan pelaksanaan APB Desa.

(2) Dalam perencanaan anggaran Standar biaya berfungsi
sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusuna RAB-DPA Desa;

b. referensi penvusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan perhitungan pagu indikatif APB Desa.

(3) Dalam pelaksanaa anggaran, standar biayva berfungsi
sehagat:

a. batas teringgi vang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi
vang dapat dilampaui karena kondisi tertentu,
termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, dan
ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan
prinsif ekonomi, efisiensi, aktifitas kepatutan dan
kewajaran atau sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Ketentuan standar biaya pengadaan barang/jasa di Kelurahan
berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biava
Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

[okursen ind telah ditandatangan secara siakironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elaktromk (BS«F) BSSN
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a.  Selisih penganggaran dan pembavaran penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
serta penerimaan sah lainnya bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD
dan LAD yang timbul akibat Peraturan Bupat ini dibavarkan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan
Peraturan Bupati ini.

b.  Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang
mengenai peraturan pelaksanaannva.

BAB VII
KIEETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku sejak tanggal
diundangkannyva dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari
2024.

Agar  setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banvuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Maret 2024

Pj. BUPATI BANYUASIN,

HANI SYOPIAR RUSTAM

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024
NOMOR

Dokurmen wy telah didandatangary secara elekirork yang diertitian ofeh Balar Sertifikas Flekironik (BSrF) BSSN
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